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1. Problematika Kurban Presiden

Deskripsi Masalah

Pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026 M, Presiden Prabowo Subianto
menyalurkan bantuan sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia melalui Program
Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmas Presiden) yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menjelaskan bahwa program
tersebut merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak pemerintahan-pemerintahan
sebelumnya dan bertujuan membantu masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta
mendukung sektor peternakan nasional. Kebijakan ini bertujuan memperkuat kepedulian
sosial, membantu masyarakat merayakan Idul Adha, serta menunjukkan kehadiran negara
dalam kegiatan keagamaan. Saat yang sama, Pak Presiden juga berharap supaya ini juga
momentum untuk pengembangannya industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan
memenuhi kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri.!

Menurut keterangan Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, bantuan sapi
kurban Presiden merupakan bagian dari program bantuan kemasyarakatan yang telah
dianggarkan secara resmi melalui mekanisme keuangan negara.? Sementara itu, Ketua
MUI Bidang Fatwa, KH. Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa dalam khazanah fikih
Islam terdapat pendapat wulama yang membolehkan seorang pemimpin

1 htps.//nasional.kompas.com/read/2026/05/26/11350431/prabowo-serahkan-1098-ekor-sapi-ke-
seluruhkabupaten-dan-kota.

2 htps://www.cnbcindonesia.com/news/20260527181958-4-738369/heboh-prabowo-berkurban-
pakai-danaapbn-ini-penjelasan-lengkap-istana.
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menyelenggarakan kurban menggunakan dana Baitul Mal untuk kemaslahatan umat.? Dari
perspektif hukum dan tata kelola keuangan negara, penggunaan APBN juga harus
memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan kemanfaatan umum sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.*

Berdasarkan uraian diatas, muncul persoalan mengenai status hukum penggunaan
dana APBN untuk pengadaan hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Di satu
sisi, APBN merupakan harta publik yang diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat,
sedangkan di sisi lain ibadah udhiyyah memiliki ketentuan khusus terkait pihak yang
berkurban dan sumber kepemilikannya. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk
menjelaskan status hukum pengadaan hewan tersebut menurut syariat Islam.

Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan yang disembelih
pada Hari Raya Idul Adha dalam program pemerintah?

Jawaban:
a) Perspektif Hukum Positif

Pemerintah menyatakan bahwa pengadaan sapi kurban Presiden Prabowo tahun 2026
merupakan bagian dari program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (BANPRES) yang
dijalankan lewat sekretariat negara dan telah berlangsung sejak pemerintahan
sebelumnya. Penggunaan APBN dalam program ini ditujukan sebagai bantuan sosial
keagamaan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi Presiden. Pihak MUI juga
menilai penggunaan APBN untuk kurban negara diperbolehkan secara fikih karena APBN
dapat dipahami sebagai bentuk modern dari Baitul Mal yang digunakan untuk
kemaslahatan publik.>

Dari perspektif hukum dan tata kelola keuangan negara, Ketua Komisi Ill DPR RI,
Habiburrokhman menegaskan bahwa dapat dibenarkan secara hukum, tambahnya,
program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam
sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan
negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.®

3 Ibid.
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.
5 htps://www.cnbcindonesia.com/news/20260527181958-4-738369/heboh-prabowo-berkurban-pakai-

danaapbn-ini-penjelasan-lengkap-istana.
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.

Hasil Keputusan Bahtsul Masail

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Figh | Selasa, 07 Juli 2026



55 Himam |
HASIL KEPUTUSAN

BAHTSUL MASAIL

Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda fi Ushul al-Figh

Sehingga penggunaan APBN juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
kemanfaatan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai keuangan negara.” Kebijakan ini bertujuan memperkuat kepedulian sosial,
membantu masyarakat merayakan Idul Adha, serta menunjukkan kehadiran negara dalam
kegiatan keagamaan. Saat yang sama, Pak Presiden juga berharap supaya ini juga
momentum untuk pengembangan peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenubhi
kebutuhan pangan, khususnya daging sapi dalam negeri.?

Demikian, selama penggunaan anggaran tersebut telah memperoleh persetujuan
melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan, maka secara hukum positif kebijakan tersebut memiliki
kekuatan hukum dan dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, dari perspektif hukum positif, penggunaan APBN untuk pengadaan
hewan dalam program dimaksud merupakan progam pemerintahan yang dapat
dibenarkan sebagaimana di atur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan
konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mekanisme pengelolaan keuangan
negara yang berlaku.

Referensi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor DPR RI. (2026, 28 Mei). Bantuan Hewan
17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Kurban Presiden Sah Secara Hukum dan
Keuangan Negara Syariah.

Kompas.com. (2026, 26 Mei). Prabowo
Serahkan 1.098 Ekor Sapi ke Seluruh
Kabupaten dan Kota. Kompas.com. Diakses
pada 9 Juli 2026, dari 3ompas.com.

CNBC Indonesia. (2026, 27 Mei). Heboh
Prabowo Berkurban Pakai Dana APBN,
Ini Penjelasan Lengkap Istana.

b) Perspektif Hukum Syariat

Dalam perspektif hukum syariat, penilaian terhadap penggunaan APBN tidak semata-
mata didasarkan pada sah atau tidaknya prosedur administratif, melainkan pada
kesesuaian tujuan dan pengelolaan harta publik dengan prinsip kemaslahatan.® Sehingga
persoalan utama bukan terletak pada istilah APBN ataupun Baitul Mal sebagai institusi,
melainkan pada kesesuaian fungsi pengelolaan keduanya dengan prinsip-prinsip syariat.®

7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Keuangan Negara.

8 htps://nasional.kompas.com/read/2026/05/26/11350431/prabowo-serahkan-1098-ekor-sapi-ke-
seluruhkabupaten-dan-kota.

% Lihat Majmu’ Syarah Al-Muhadzab.

10 1 jhat Mausu’ah Al-Fighiyyah Al-Kwitiyyah.
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Oleh karena itu, yang menjadi fokus pembahasan bukanlah bentuk institusi keuangan
negara, melainkan fungsi pengelolaan harta publik dalam mewujudkan kemaslahatan.!

APBN dapat dipahami memiliki fungsi yang sejalan dengan Baitul Mal dalam aspek
pengelolaan harta untuk kepentingan umum, meskipun keduanya tidak identik dari sisi
bentuk kelembagaan maupun sumber penerimaannya. Perbedaan tersebut tidak
menghilangkan berlakunya prinsip-prinsip fikih siyasah yang mengatur kewajiban
pemerintah dalam mengelola harta publik secara amanah, adil, dan berorientasi pada
kemaslahatan.? Atas dasar itu, kaidah:

bl Logis 18l o pleYl i

Kaidah ini menjadi landasan bahwa setiap kebijakan pemerintah dalam menggunakan
harta publik harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Kemaslahatan yang dimaksud tidak cukup dipahami sebagai adanya manfaat secara
umum, tetapi juga harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
Pengelolaan harta publik dituntut untuk mendahulukan kepentingan yang lebih besar dan
lebih mendesak sesuai dengan prinsip “al-ahamm fa al-ahamm dan al-aslah fa al-aslah”.*3
Oleh karena itu, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari adanya manfaat yang dihasilkan,
tetapi juga dari kesesuaiannya dengan urutan prioritas kemaslahatan yang menjadi tujuan
syariat.

Di sisi lain, penentuan bentuk kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan
merupakan bagian dari ruang ijtihad ulil amri (Pemimpin) yang dilaksanakan melalui
mekanisme pengambilan kebijakan negara. Selama kebijakan tersebut disusun
berdasarkan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar
ditujukan bagi kepentingan umum, maka pada dasarnya pemerintah memiliki
kewenangan untuk menetapkannya.'* Sehingga dalam kasus ini, seorang imam atau
pemimpin diperbolehkan berkurban dengan menggunakan dana milik umum.® Namun
demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, karena tetap terikat oleh prinsip
keadilan, amanah, serta kewajiban mendahulukan kemaslahatan yang lebih utama.

Berdasarkan uraian diatas, para mubabhitsin justru menganggap bahwa kebijakan ini
dirasa kurang memenuhi skala prioritas, karena menimbang kebijakan ini membutuhkan
Anggaran yang sangat besar dalam satu waktu yaitu Idul Adha, dibandingkan dengan

1 Lihat Jam’ul Jawamy’,

2 |ihat Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.

13 [ihat Qawaidul Ahkam fi Masalihul Anam.

1 ihat Tharigatul Wushul fi Kasyfi Haqiqatil Ushul.
15 Lihat Mughnil Muhtaj.
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pemenuhan sektor-sektor yang lebih prioritas untuk dipenuhi, seperti dialokasikan ke
daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), daerah dengan tingkat kemiskinan
ekstrem, atau wilayah yang mengalami stunting tinggi, sehingga tidak memenuhi prinsip
“al-ahamm fa al-ahamm dan al-aslah fa al-aslah”.

c) Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penilaian terhadap penggunaan
APBN untuk pengadaan hewan yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha harus dilakukan
melalui dua perspektif yang saling melengkapi. Dari perspektif hukum positif, kebijakan
tersebut dinilai dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang di
atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1
Tentang Keuangan Negara, serta melalui mekanisme pengelolaan keuangan negara yang
berlaku sebagaimana pernyataan Ketua Komisi Ill DPR RI. Adapun dari perspektif hukum
syariat, kebijakan tersebut dapat dihukumi sah secara syariat karena seorang imam atau
pemimpin memiliki wewenang atas mengelolaan harta milik umum atau masyarakat.

Meskipun sah, namun kebijakan ini dapat dihukumi boleh jika memenuhi prinsip “al-
ahamm fa al-ahamm dan al-aslah fa al-aslah” dan mewujudkan kemaslahatan yang nyata.
Jika sebaliknya, maka hukumnya tidak diperbolehkan bahkan haram. Atas dasar
pertimbangan tersebut, penetapan hukum dalam masalah ini tidak hanya bertumpu pada
aspek legalitas konstitusional, tetapi juga pada sejauh mana tujuan syariat (maqasid al-
syari'ah) dapat diwujudkan melalui penggunaan harta publik tersebut.

Referensi
Qawaidul Ahkam fi Masalihul Anam, juz

1, hal. 70. Jam’ul Jawami’, hal. 292.

Tharigotul Wushul fi Kasyfi Haqiqatil

Al-Ahkam Sulthaniyyah, juz 1, hal. 315. Wushul, hal. 34.

Majmu’ Syarh Muhadzab, juz 9, hal.

349, Mughnil Muhtaj, juz 18, hal. 102.

Syarah An-Nawawi ala Muslim, juz 12, hal.

Al-Mausuah Fighiyyah, juz 8, hal. 242. 135
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Pertanyaan:
b) Apakah hewan tersebut sah dikatakan sebagai udhiyyah (kurban) menurut syariat?

Jawaban:
Tidak terbahas.

Pertanyaan:
c) lJika tidak sah, lalu apa status hewan yang didistribusikan kepada masyarakat?

Jawaban:
Tidak terbahas.
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